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ABSTRACT

The main factors that make it difficult to achieve the goals of agrarian
reform are: lack of political commitment from the government and lack of complete
agrarian data. The agrarian reform program is still not said to be successful due to
internal and external problems in the implementing agencies. In achieving the
success of the agrarian reform program in accordance with the ideals of community
welfare, seriousness and institutional synchronization are needed.

This research was conducted using a qualitative method through a
descriptive approach and analytical comparison analysis. The research took place
in Bilok Petung Village which is the only location of the agrarian reform program
in East Lombok Regency. The research was conducted during a period of one month
from May 10 to June 26, 2023. Data techniques in qualitative research were carried
out with primary data and secondary data. Data analysis was conducted through
analytic comparison of and stage process.

The results showed that the asset structuring program has been running well,
while access structuring still encounters obstacles. The obstacles encountered are
in terms of budget and communication in understanding RA. The budget is the main
obstacle faced, especially after the covid-19 pandemic. Kantah Kab. Lotim is able
to be a pioneer in initiating a program, overcoming internal and external risks, and
providing innovations in the form of: problem solving with a win-win solution;
changing people's mindset towards land status; allocating a good budget and being
able to overcome an inward looking culture. The synergy between stakeholders in
the implementation of RA in Bilok Petung Village is quite good. The determination
iIs based on the success in conflict resolution and active participation of
stakeholders. The synergy between stakeholders has not been effective because the
sustainability of the program on access arrangement has not been achieved.
Collaboration led to bureaucratic contestation between the PUPR Office and the
Agriculture Office in supporting their respective interests. Understanding is needed
by access arrangement stakeholders in understanding the essence, elements and
objectives of access arrangement.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan,

pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui
penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat
Indonesia (Sulistyaningsih, 2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria menjadi dasar hukum
pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Pada aturan tersebut dijelaskan
bahwa program reforma agraria terbagi atas 2 substansi utama yaitu penataan
aset (asset reform) dan penataan akses (access reform).

Penataan aset merupakan kegiatan untuk menata struktur kepemilikan,
penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui legalisasi aset dan
kebijakan redistribusi tanah. Tanah yang dijadikan objek redistribusi dalam
program reforma agraria kemudian disebut dengan TORA atau Tanah Objek
Reforma Agraria. Peraturan Kementerian ATR/BPN No. 16 Tahun 2020 pada
Pasal 289 menjelaskan bahwa kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
terkait redistribusi tanah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN.
Penyelenggaraan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN meliputi
perumusan kebijakan, pelaksana kebijakan, penyusunan NSPK, pemberian
bimbingan teknis, hingga evaluasi.

Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) melaksanakan sidang dalam
rangka pembahasan lokasi yang akan diklarifikasi bahwa tanah,yang akan
dibagikan kembali benar berasal dari tanah objek landreform (Purnama, dkk
2020). PPL dibentuk untuk menentukan objek dan subjek penerima objek
reforma agraria melalui sidang PPL. Selanjutnya setelah clean and clear
redistribusi tanah dapat dilakukan.

Dalam kegiatan reforma agraria terdapat kegiatan memberikan akses
terhadap modal, akses terhadap pasar, dan akses terhadap pengetahuan yang
kemudian disebut sebagai penataan akses. Penataan akses merupakan kegiatan



pemberian akses kepada subjek reforma agraria berupa permodalan maupun
bantuan lain dalam pemanfaatan tanah.

Dalam rangka menjalankan reforma agraria maka dibentuklah Tim
Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang diatur melalui Peraturan
Presiden Nomor 86 Tahun 2018. GTRA dibentuk untuk menjalankan reforma
agraria. GTRA dibagi menjadi GTRA Pusat, GTRA Provinsi, dan GTRA
Kabupaten/Kota. Perekrutan konsultan perorangan dilakukan untuk membantu
dan mendukung Tim GTRA dan Tim Pelaksana Harian GTRA dalam
menjalankan tugas-tugas kegiatan reforma agraria (Resti and Wulansari,
2022).

Problematika reforma agraria sebelumnya dinilai tidak dapat diatasi
dengan baik. Masyarakat memiliki pandangan bahwa RA hanya mengatur
tentang pertanahan. Faktanya reforma agraria tidak hanya terlibat pada
substansi aset dan akses, namun ada bagian sosial yang berfokus pada
kemanfaatan dan keadilan. Pada mekanisme penataan aset dan akses
dibutuhkan monitoring dan terhadap sebagai bahan dasar dalam mengukur
tingkat keselarasan terhadap aspek keadilan. Reforma agraria yang dianggap
sebagai pilar utama kedaulatan pangan dan alat demokratisasi ekonomi, tidak
mudah untuk diimplementasikan sebagai mekanisme untuk melindungi para
petani. Faktor utama yang menyebabkan sulit tercapainya tujuan kedaulatan
pangan melalui reforma agraria yaitu: kurangnya komitmen politik dari
pemerintah dan kurangnya data agraria yang lengkap. Keberhasilan program
reforma agraria masih belum dikatakan berhasil dikarenakan adanya masalah
internal dan eksternal di lembaga pelaksana. Masalah internal terjadi karena
kapasitas lembaga pelaksana yang kurang dan penempatan prioritas kebijakan
yang tidak efektif (Pujiriyani, 2022). Pelaksanaan reforma agraria dapat sukses
apabila ada kemauan elit politik penguasa, Presiden sebagai otoritas tertinggi
mampu mengkoordinasi kelembagaan lintas sektor/kementerian untuk
menentukan kebijakan prioritas (Luthfi, 2018)

Dalam mencapai keberhasilan program reforma agraria yang sesuai

dengan cita-cita kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan keseriusan dan



sinkronisasi kelembagaan. Salah satu kunci kesuksesan program termasuk di
dalamnya akses reforma agraria adalah sinergi antara para pelaksana
kebijakan. Analisis stakeholder dibutuhkan untuk mengidentifikasi pengaruh
orang, kelompok, maupun lembaga dalam implementasi kebijakan.
Identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam mengembangkan
strategi kebijakan yang tepat sasaran.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur melaksanakan program
reforma agraria di Desa Bilok Petung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten
Lombok Timur. Berita Acara Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) No
NT.02.03/567..52.03/1X/2021 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan sidang
dalam rangka menetapkan objek redistribusi tanah seluas 198.832 m? yang
berasal dari TCUN atau Tanah Cadangan Umum Negara yang merupakan hasil
dari pelepasan eks HGU oleh PT. Kosamby Victory Lac sebesar 20%.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan termasuk didalamnya
aspek kelembagaan dalam program reforma agraria di Desa Bilok Petung,

Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

. Rumusan Masalah
Kegiatan reforma agraria dilakukan untuk menata kembali struktur

penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Kegiatan
reforma agraria di Desa Bilok Petung dilakukan untuk menyelesaikan konflik
pertanahan antara masyarakat dengan PT. Kosamby Victory Lac yang
berlangsung sejak tahun 2003. Lahan terlantar itu digarap oleh masyarakat
Desa Bilok Petung dengan menanami tanaman pertanian seperti padi, kentang
dan sayuran. Konflik ini bermula saat perusahaan ingin memanfaatkan lahan
tersebut dengan membangun pagar pembatas, sehingga terjadi penolakan dari
warga yang menghasilkan konflik lahan.

Reforma agraria di Desa Bilok Petung menjadi alternatif solusi untuk
menyelesaikan konflik yang terjadi. Kegiatan dimulai dari penataan aset

berupa redistribusi tanah hingga penataan akses yang dilaksanakan sejak tahun



2021. Desa Bilok Petung bisa disebut sebagai lokasi pionir dari kegiatan
reforma agraria di Kabupaten Lombok Timur. Di desa inilah, kegiatan reforma
agraria di wilayah Kabupaten Lombok Timur dilakukan pertama kali.

Reforma agraria di Desa Bilok Petung diinisiasi pelaksanaannya oleh
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Pelaksanaan reforma agraria di Desa Bilok Petung dinilai berhasil, sehingga
menjadi percontohan yang dapat direplikasi untuk penanganan konflik
pertanahan yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Dua lokasi lain yang
saat ini masih berjalan penanganan konfliknya yaitu: PT SKE di Kecamatan
Sembalun dan PT Tanjung Kenanga di Kecamatan Sambelia. Keberhasilan
penyelesaian konflik melalui program reforma agraria yang dilakukan di Desa
Bilok Petung, menjadi pengalaman penting untuk bisa didalami. Dalam
konteks ini, faktor kelembagaan dan proses pelaksanaan program reforma
agraria perlu dianalisis lebih lanjut.

Pelaksanaan reforma agraria yang berjalan, menunjukkan bahwa faktor
kelembagaan dalam pelaksanaan reforma agraria menjadi penentu penting
dalam keberhasilan reforma agraria itu sendiri. Namun persoalan yang muncul
kemudian adalah adanya ego sektoral atau sulitnya memadukan visi dari
lembaga pelaksana yang terlibat dalam program. Dalam hal inilah perlu
dilakukan analisis peran serta pengaruh keragaman kelembagaan dalam
pelaksanaan reforma agraria. Sinergi dan koordinasi yang intensif menjadi
salah satu kunci penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan reforma agraria.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui riwayat pelaksanaan program penataan aset dan penataan akses
di Desa Bilok Petung;

2. Mengetahui kepioniran Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur
dalam pelaksanaan program penataan aset dan penataan akses di Desa Bilok

Petung;



Mengetahui sinergi lembaga dalam pelaksanaan program penataan aset dan
penataan akses di Desa Bilok Petung;
Mengetahui kendala implementasi program dan strategi penyelesaian yang

dilakukan untuk mensinergikan kepentingan lembaga;

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:
Secara akademis dapat memberikan informasi ilmu pengetahuan terkait
sinergi pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program
reforma agraria Desa Bilok Petung Kecamatan Sembalun, Kabupaten
Lombok Timur
Secara praktis dapat menjadi rujukan serta bahan kajian kantor pertanahan
kabupaten lombok timur dan para pemangku kepentingan dalam

mensinergikan ego sektoral pada pelaksanaan reforma agraria.



BAB VIII
KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Kegiatan reforma agraria pada tahun 2021 dimulai dengan penataan aset
dalam rangka menyelesaikan konflik pertanahan. Kegiatan dilanjutkan pada
tahun 2022 dengan penataan akses melalui pembentukan kampung reforma
agraria. Pelaksanaan penataan akses hanya sampai tahap rapat koordinasi akhir
dan belum ada keberlanjutan. Pada tahun 2023, kegiatan GTRA di Desa Bilok
Petung ditangguhkan karena anggaran dari Kementerian ATR/BPN tidak turun.

Kepioneran Kantah Kab. Lotim dinilai dari: program rintisan, keberanian
mengambil risiko serta inovasi dan perubahan. RA menjadi program rintisan
yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat, yaitu: menyelesaikan
konflik pertanahan dan menciptakan akses terhadap masyarakat. Pemetaan
sosial penting dilakukan karena masyarakat memiliki masalah dan kebutuhan
yang berbeda. Kemunculan risiko dalam proses pemetaan sosial dilihat melalui
internal dan eksternal lembaga. Risiko intern berupa peningkatan porsi kerja
dan risiko ekstern berupa keterlibatan berbagai stakeholder lintas sektor. Risiko
tersebut dapat diatasi dengan baik oleh Kantah Kab. Lotim. Inovasi yang
diberikan sebagai pionir dari RA berupa: penyelesaian masalah dengan win-win
solution, perubahan pola pikir masyarakat terhadap status tanah, pengalokasian
anggaran yang baik dan mampu mengatasi budaya inward looking. Suatu
program masih melekat pada individu pemimpin bukan pada karakteristik
organisasi, masih menjadi kendala dalam penataan akses.

Keberhasilan sinergi didapatkan dari hasil analisis terhadap kolaborasi
dan koordinasi antar stakeholder serta sinergi para pelaksana. Sinergi antar
stakeholder dalam pelaksanaan RA di Desa Bilok Petung hampir baik.
Penentuan itu didasarkan atas keberhasilan dalam penyelesaian konflik dan
partisipasi aktif stakeholder. Sinergi antar stakeholder belum mencapai 100%
efektif karena keberlanjutan program pada penataan akses belum tercapai. Pada
kolaborasi dan koordinasi terdapat stakeholder yang menjadi: pemain kunci,
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subjek, pendukung dan pengikut. Hal itu menjadikan adanya kontestasi
birokrasi antara Dinas PUPR dan Dinas Pertanian dalam mendukung
kepentingan masing-masing.

Pada penataan aset tidak menemui kendala dari sisi sumber daya dan
komunikasi serta koordinasi. Penataan aset dapat berhasil karena adanya
kepatuhan dari para implementor untuk memenuhi faktor-faktor tersebut.
Kelembagaan yang bersifat top-down dari Kantah Kab. Lotim membantu proses
penerjemahan kebijakan. Pada proses penataan akses, anggaran menjadi
kendala utama yang dihadapi terutama setelah pandemic covid-19. Mobilitas
perpindahan pejabat juga mempengaruhi keberlangsungan kegiatan penataan
akses. Dalam menghadapi kendala terkait anggaran, pemerintah daerah
mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah pusat. Kesepahaman juga
dibutuhkan oleh stakeholder penataan akses dalam memahami esensi, unsur dan

tujuan penataan akses.

. Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti yaitu:

a. Bupati selaku Ketua Tim GTRA menjadi otoritas tertinggi dalam
pelaksanaan penataan akses, sehingga dibutuhkan kepemimpinan dan
keikutsertaan secara aktif demi tercapainya kegiatan pembentukan
kampung reforma agraria. Salah satunya dengan memberikan arahan kepada
dinas-dinas di bawahnya.

b. Anggaran tidak bisa hanya mengharapkan dana dari kementerian
ATR/BPN, namun dibutuhkan APBD sebagai anggaran dalam perwujudan
kegiatan. Apabila memang baru mulai di pertengahan tahun, maka
diharapkan bupati bisa membuat APBD perubahan sehingga pelaksanaan
kegiatan dapat berjalan

c. Dibutuhkan peningkatan pemahaman masyarakat sehingga mampu
memanfaatkan tanah yang dimiliki menjadi tepat dan menghasilkan
kegiatan ekonomi. Peningkatan tersebut dibutuhkan peran pemerintah

daerah melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan.
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d. Pada sikap pelaksana khususnya dalam penataan akses, para stakeholder
harus memiliki komitmen dan kepatuhan terutama dari segi inisiatif,
konsisten, pemahamaan dan kesediaan. Para stakeholder jangan hanya

menjadi followership dalam kegiatan.
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